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LAMPIRAN

Hasil Keputusan Muktamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur Tentang
RUU Perlindungan Umat Beragama

I. PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA MELALUI
UNDANG-UNDANG

A, Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari
berbagai suku, agama dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang
ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama.
Hal ini berarti masyarakat Indonesia telah lama melaksanakan
pluralisme (faham yang memandang kemajemukan sebagai hal
yang positif dan oleh karenanya faham ini mendukung adanya
toleransi dalam kehidupan sosial dan politik) atau multikultu-
ralisme (faham yang menerima keberadaan keragamaan budaya
dalam kehidupan masyarakat). Hanya saja, dalam beberapa tahun
terakhir ini media telah banyak melaporkan prilaku keagamaan
sebagianmasyarakat Indonesia yang menunjukkan sikap intoleran.

Secara sosiologis hal ini merupakan ekses dari mobilitas sosial
yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga
para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar
belakang kebudayaan dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu
tempat. Dalam interaksi ini bisa terjadi hubungan integrasi dan
kerjasama, tetapi bisa juga terjadi prasangka, persaingan dan
konflik.
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Interaksi tersebut menimbulkan perselisihan ataun konflik
dalam masyarakat jika yang ditonjolkan adalah politik identitas
(tdemtity politics) secara eksklusif Dalam kondisi vang demikian
ini, persaingan dan penonjolan fktor pembeda (diferensiasi)
di antara kelompok-kelompok keagamaan lebih mengemuka
dibandingkan dengan kerjasama di antara mereka.

Dalam kondisi seperti itu dibutuhkan kerukunan antar
masyarakat. Kerukunan adalah keadaaan hubungan antar umat
beragama vang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling
menghormati dan menghargai dalam pengamalan ajaran agama
dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat Jadi kerukunan
itu tidak hanva sekedar toleransi, dimana seseorang hanyvasekedar
membiarkan orang atau kelompok lain untuk mengamalkan
ajaran agamanya serta tidak menyakitinya.

Eksisternsi kerukunan (social harmomy) ini sangat penting
karena hal ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi sosial
dan nasional, sementara integrasi ini menjadi prasyarat bagi
pembangunan nasional. Kerukunan umatberagama itu ditentukan
oleh dua faktor, yakni: a) sikap dan prilaku umat beragama, serta
b) kebijakan negara/pemerintah vang kondusif bagi kerukunan

Bangsa Indonesia mempunyai komitmen vyang kuat
menjadikan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan
berbangsa dan bemegara Sila pertama Pancasila berbumyi:
“Ketuhanan Yan g Maha Esa”, dan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 29 ayat (1) berbunyi: “Negarn berdasar atos
Ketuhaman Yang Mgha Esr”. Sebagai dasar pertama, ketuhanan
Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara
dan pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan nasional
vang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ketuhanan
Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama,
karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan
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manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi
perikehidupan megara dan unsur mutlak dalam usaha mation

bruilding.

Karena itu bangsa Indonesia juga berkomitmen kuat untuk
terwujudmya jaminan kebebasan beragama. Hal itu bisa dilihat
dari Konstitusi dan peraturan perundangan yang ada, vaitu:

2.

10,

UUD MNegara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29
ayat (2),

Penjelasan Pasal 1 UU Neo. 1/PNPH19%5 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan danfatau Penodaan
Agama,

Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,

Pasal 42, 43, 37 dan 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak,

FPasal 12 UU No. 20 Tahun 203 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,

Pasal 130U Mo. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak-
hak Ekonomi, S5osial dan Budava,

Fasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB,

Pasal64 UU N omor 23 Tahun 2006 tentan g Administrasi
Kependudukan,

Pasal 81 PI' Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang MNomor 23 Tabhun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan,

Pasal-pasal 5 dan 6UU No. 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnik.

Indonesia menganut faham kebebasan tidak mutlak. Artinya,
berdasarkan pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya,
khususnya kesejahteraan publik, negara punya diskresi mengatur
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pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut yvang dapat berakibat
pada pembatasan dan pengaturan. Hal itu bisa dilihat pada Pasal
28] 2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 70
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pembatasan kebebasan boleh diberlakukan oleh negara sesuai
koridor Konstitusi, vaitu (i) pembatasan HAM harus ditetapkan
dengan UL, (ii) semata-mata guna menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, (iil) dengan
mem pertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis, dan (iv) tdak
mengesampingkan HAM vang bersifat non-derogible sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 28 1 (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Berlandaskan ketentuan itu  lahir sejumlah  peraturan
perundangan  yvang  isinya mengatur  tentang  pelaksanaan
kebebasan beragama, di antaranya:

L U0 No 1/PNP519%5 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan danfatau Penodaan Agama;

2. SuratKeputusanBersama Menteri Agama dan Mentern
Dalam Negerd No. 01/BEF/mdn-mag/19%9 tentang
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam
Menjamin Ketertiban dan Kelencaran Pelaksanaan
Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-
Pemeluknya;

3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan
Menteri Dalam Neger No. 1 tahunl979 tentang Tata
caral’elaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar
MNegari kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

4. Peraturan Bersama Menteri Agamadan Menteri Dalam
Negeri (PBM) No. 2 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
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Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Mamun dalam dua dasawarsa terakhir konflik horisontal
antar-masyarakat vang berlatar belakang agama masih sering
tefjadi. Hal itu ditengarai karena aturan vang terkait dengan
perlindungan dan kerukunan umat beragama dirasa masih belum
efektif. Karenanyadiperlukanaturanbaru berupaundang-undang
vang khusus mengatur tentang perlindungan dan kerukunan
umat beragama.

B. Fermasalahan

Sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
perlindungan terhadap kebebasan beragama beserta seluruh
ketentuan terkait dengan itu harus dijalankan oleh negara. Untuk
menjalankan amanat tersebut dibutuhkan peraturan perundangan
vang lebih applicable dan operasional. Telah ada aturan yang
menjadi payung hukum bagi negara dalam melaksanakan amanat
tersebut. Hanva saja, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya
efektf disebabkan oleh setidaknya hal-hal berikut:

. Peraturan perundangan yang ada terserak di berbagai
undang-undang dan peraturan di bawah undang-
undang, sehingga tidak fokus pada pengaturan atas
perlindungan kebebasan beragama.

2. Peraturan perundangan yvang telah ada dipandang
belum cukup sebagai landasan bagi negara untuk
melakukan eksekusi terhadap konflik horizontal antar-
masyarakat vang berlatar belakang azama.

3. Hasil penelitian Litbang Kementerian Agama Kl
menyebutkan ada tujuh faktor yg sering menjadi
pemicu konflik, yaitu: (1) Pendirian rumah iba-

=210-
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dah; (2) Penyiaran agama; (3) Bantuan luar negen;
(4) Perkawinan beda agama; (5) Perayaan hari besar
keagamaan; (6) Penodaan agama, vakni perbuatan
vang bersifat melecehkan atau menodai doktrin dan
keyakinan suatu agama tertentu, baik yvang dilakukan
oleh seseorang maupun kelompok orang; (7) Kegiatan
aliran sempalan.

Beberapa peraturan di bawah undang-undang terkait
perlindungan  kebebasan beragama dinilai  tidak
mempunyai kedudukan vang kuat, karena tidak masuk
dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana
diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, adanya undang-undang
vang khusus mengatur tentang perlindungan umat beragama
merupakan suatu kebutuhan nyata dalam kehidupan kebangsaan
saat ini dan ke depan. Muktamar Nahdlatul Ulama sebagai forum
teringgd di lingkungan NU berkepentingan untuk memberikan
dorongan kepada pihak-pihak terkait untuk dengan sungguh-
sungguh mengupayakan diterbitkannya Undang-Undang tentang
Perlindungan Umat Beragama.

C Tujuan

Untuk memperjelas sikap dan peran megara terhadap
agama dan keyvakinan yvang berkembang di Indonesia,
Selain itu regulasi ini penting sebagai panduan bagi
umat beragama dalam mengekspresikan agama
atau kevakinannya, sehingga tercipta suasana
keberagamaan  vang dilandasi  toleransi, saling
pengertian, saling menghormat dan  menghargai
dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam
kehidupan bermasyarakat.
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2.  Berkembangnya wawasan Islam  Nusantara
vang berprinsip allusswmah  toal-famaih,  dan
mengedepankan cir Islam yvang rahmatan [il-alamin . Im-
plementasi dari hal itu adalah terciptanya kehidupan
keagamaan vang harmonis walaupun berbeda agama,
kevakinan dan pemahaman Dengan adanyva regulasi
diharapkan dapat lebih memperkokoh tradisi saling
menghargai tersebut.

D. Analisis

Regulasi tentang perlindungan umat beragama dirasa penting
karena secara ideal, agama semestinya berfungsi sebagai sumber
nilai, sumber moral, sumber perekat atau integrasi sosial dan
sebagai alat kontrol sosial Namun agama juga potensial sebagai
sumber konflik antara pemeluk agama atau aliran yang berbeda.
Potensi konflik berlatarbelakang agama ini semakin besar dalam
iklim vang memberi ruang kebebasan lebih besar, seperti era
reformasi ini. Agar ekspresi kebebasan ini bisa terkendali untuk
hal-hal vang positif dengan tetap menunjukkan ketertiban sosial,
diperlukan etika sosial vang dipatuhi oleh semua kelompok
masyarakat. Namun, sering kali penegakan etika tersebut sulit
dilakukan.

Diperlukan norma-norma hukum  (regulasi) yvang bisa
mengikat dan memaksa. Kebebasan beragama memang
merupakan hak vang tidak bisa dikurangi (mon derogible rght),
tetapi ekspresi keluar (forum extermum) vang notabene melibatkan
warga masyarakat lain, hak ini merupakan hak vang bisa dibatasi
atau dikurangi (derogible right). Termasuk ekspresi ke luar ini
adalah palaksanaanritual secara terbuka, pendirian rumah ibadat,
penviaran agama, dan sebagainya. Tentu saja, flosofi pembatasan
ini adalah untuk melindungi hak-hak umat beragama, baik
kelompok mayoritas maupun minoritas.

=212~
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Regulasi itu tidak menyalahi demokrasi, karena demokrasi
pada hakikatrwa merupakan keseimbangan antara kebebasan
(freadom) dan keteraturan (Ieie and order). Regulasi ind juga tdak
bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (HAM), karena baik
Konstitusi Indonesia maupun Intermational Covenant on Criil ard
Political Rights (ICCPRE), vang diratifikasi melalui UU MNo. 122005,
membenarkan regulasi ini, yvakni pasal 28 | avat (2) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan pasal 18 mat (3) ICCPE.
Pembatasan dalam bentuk regulasi ini merupakan “margim of
appreciation” dalam pelaksanaan HAM, sebuah konsep yang
dimunculkan oleh the European Court of Human Rights.

Regulasi tentang perlindungan umat beragama sangat
diperlukan, untuk mengatur hal-hal yang bisa mewujudkan
keteraturan dan hal-hal yang bisa mengakibatkan perselisihan,
kontlik dalam masyarakat, vang berlatar belakang agama.
misalnya persoalan pendirian rumah ibadah, penyiaran agama
dan penodaan (penghinaan) agama.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi dalam bentuk undang-
undang tentang pedindungan kehidupan beragama, yang
idealnya mengatur seluruh hal penting dalam kehidupan
beragama. Hal-hal ini terutama meliputi: (1) definisi atau kriteria
agama, (2) kebebasan beragama, (3) organisasi majelis agama, (4)
aliran keagamaan, (5) pendidikan agama, (6) penyiaran agama, (7)
pendirian rumah ibadah, (8)hari libur keagamaan, (9) bantuan luar
negerd, (10) kerukunan umat beragama, (11) forum kerukunan,
dan (12) penodaan agama.

Namun, jika regulasi secara menyeluruh itu masih sulit
diwujudkan atau memerlukan waktu panjang, regulasi itu bisa
mencakup sebagian saja, terutama tentang hal-hal vang selama
ini menjadi faktor utama terjadinya perselisihan atau konflik. Jadi
bentuk regulasinya cukup “undang-undang tentang pendiran
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rumah ibadah dan penyiaran agama®, yang materi hukumnya
berasal dari kedua SKB tersebut di atas, dengan penambahan
fokus pada upava-upayva penvelesaian perselisihan secara damai.
Sedangkan ketentuan hukum anbti-penodaan agama cukup
dimasukkan dalam KUHP yvang RUU-nyva sudah masuk dalam
pembahasan di DPR periode 2009-2014.

E. Kesimpulan/Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan di atas, Muktamar Nahdlatul
Ulama ke-33 tahun 2015, merekomendasikan beberapa hal sebagai
berikut:

1. Konflik horizontal yvang bemuansa agama masih
sering terjadi. Hal it mengindikasikan peraturan
perundangan terkait dengan hal itu dirasakan tidak
memadai lagi. Bila hal ini tidak segera dicegah bisa
menimbulkan madharrat yang lebih serius lagi. Kondisi
ini masuk kategori kebutuhan mendesak (al-hajoh
as=syar tyah), sehingga perlu segera dibuat undang-
undang tentang Perlindungan Umat Beragama.

2 UUNO 7 Tahun 212 Tentang Penanganan Konflik
Sosial  (PKS) menyebutkan pentingmya upaya
pencegahan bagi terjadinva konflik, untuk itu
keberadaan UU  perdindungan Umat Beragama vang
bersifat preventif dalam rangka untuk pencegahan
konflik sosial menjadi sesuatu vang penting,

3. Negara mempunyvai kewajiban untuk melindungi
keyvakinan  seHap warganya  Namun negara
berwenang untuk mengatur hal-hal terkait demgan
cara mengekspresikan kevakinan temsebut, termasuk
dalam hal pemberian layanan. Karena itu RUU
'UB selayaknya bemsifat akomodatif-proporsional
Akomodatif terhadap semua keyvakinan yang ada dan
proporsional dalam pemberian layanan.
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4. Selama ini telah ada sejumlah peraturan perundangan,

baik berupa undang-undang ataupun peraturan di
bawah undang-undang, vang mengatur kehidupan
beragama di Indonesia  Sejumlah  peraturan
perundangan  itu bagaimanapun merupakan hasil
dari kesepakatan bangsa ini melalui proses yang
panjang. Karena itu, hal-hal vang telah ada norma
hukumnya diakomodir penuh dalam EUU PUB vang
akan disahkan nanti. Namun demikian RUU PUB juga
perlu mengatur hal-hal baru yang belum ada norma
hukumnya.

Muktamar NU ke-33 mengusulkan kembali muatan
dan ruang lingkup RUU PPUB sebagaimana yang telah
divsulkan pada Muktamar NU ke-32 di Makassar,
vakni:

1. Pengertan umum:

a. Pengertian agama,
b. Kehidupan beragama,
¢ Pengertian kebebasan beragama,

- Batasan kebebasan beragama,
- Hak dan kewajiban umat beragama.

d. Pengertian kerukunan hidup umat beragama,
e. Pengertian pemumian agama,
f. Pengertian pembaruan agama,
g. Pelayanan terhadap masyarakat umat beragama;
= Formalistik,
- Substansial,
- Esensial.
2  Tujuan kehidupan beragama,
3. Hubungan agama dengan negara,
4  Integras nilidanhukam agama kepadahulumnegara,
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oo

10.

11.
. Kewajiban setiap penganut agama terhadap penganut

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

Integrasi nilai kebangsaan dalam keberagamaan,
Peningkatan pemahaman agama,

Peningkatan penghayatan agama,

Peningkatan pelayanan bagi pengamalan ajaran
agama,

Peningkatan pengamalan ajaran agama,

Peranan pemerintah dalam pemel iharaan kehidupan
beragama,

IPeranan umat beragama terhadap negara,

lainmya,
Ketentuan Penetapan Hari-hari Besar Keagamaan,
Kedudukan aliran sempalan agama:

a  Pengembangan pemikiran,

b. Gerakan keagamaan,

¢.  Penodaanfpenistaan agama.
Kode etik penyiaran agama'kode etik simbol
agama,
Pendirian rumah ibadat,
Kedudukan organisasi majelis keagamaan,
Ketentuan tentang bantuan luar neger keagamaan,
Penyumpahan terhadap pejabat pemerintahan,
Tugas dan tanggungjawab lembaga kenulunan dalam
pemelihaman keserasian sosial umat beragama,
Tugas dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah
dalam pemeliharan kehidupan beragama,
Sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi
pidana terhadap pelanggaran undang-undang,

-21&—

66



F. Dalil/Dasar Hukum

o Pendapat para ulama sbb:
Bl i D asre guhald 2 00 L

“kepemimpinan masiomal merupakan tema tenfang penggantt fumgst
kenabian dalam menjaga kelangsungan agama dan sigsat dunia® (Al-
Mawardi dalam kitab al-ahkam as-sulthanivah, juz 1 hal. 3:.)

. IRER BT P R
“menfaga hal lama worg batk dan men gambil hal baru yang lebih baik™
e
“memnolak kerusakan didahu lukan dart menarik kemsl ahatan™
iy el 8 A S S ] ey iy iy By ety STl el 1]

“fika pemimpin metoajibkan sesuatu yang wapb, moka sesuatu ttu
hukummnya wajib. [ika metvajibkan sesuatu wang sunmah maka men jads
toajib, dan jika metvajibkan sesuatu yang boleh (jaiz) jikaada kemasiahatan
umm padarmya seperti laram gan merokok, maka menfods wajih”. (Syaikh
MNawawi al-Bantani)

o Hadis-hadis sbb:

M heddn ad e S b e g A0 (8 Bl i Jo e ) B e e i
L P

“dari Alf ra, sesunggnhm ya Nabt 5 AW beraabda: “Dearah kavm nkmitnnn

itu sederajat (tidak dibedakan antara darch orang keya dan miskin),

mereka adalah pelindunyg terhadap orang selamm mereka. oran g-orang

g dipgmndang rendah dari mereka boleh memberikan periindun gan
(pada orang kafir ywng mta perlindungan). Ingatlah tidak boleh
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seorang mukmin dibumih sebab (membunuh) orang kafir dan (Hdak
boleh dibunuh) orang (kafir) yang telah mengikat janji selama mase
perjanjiammya”. (HE. an-Nasai)

AR T I BRUNEN SN EUSTEOTS- T PN PRS-TIS P

“dart Abu Huratrah ra, Rasululiah 5 AW bersabda: setiap muslim terikat

dengan janfi yang dipersyaratkammya”. (HE. Abu Dawud dan al-

Hakim)

i e 2 G s A s e 08 i (e 0 L M S e B s 1
loghgesr” § el dzd AT 1o

“dari Abdullah by Amr ra, dari Nabi SAW, fa bersabda: barangsiapa

membrnuh orang (kaftr) yang mengikatkan jonfi perdamatan, maka

ta tidok mencium bau surga, toalaupun baumga fercium dalam jarak
perfalan empat puluh hart”. (HE. al-Bukhari)

o Avyat-ayat sbb:
o Ja e 5200

“Sesunggubmnya agama (wang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam”.
(Q5. Al Imran: 19)

L e g e k08 B Al E &y

“Barangsiapa mencari agama selaim agama Islam, maka sekali-kali
tidakiah akan diterima (agama itu) deripadanya, dan dia di akhirat
termasuk orang=-oran g wang rugi . (5. All Imran: 85)

ale e B sl Y Bhaadl Sad 0 S AL s oL B 1 b s 0 e S L0 g
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Tslam) Sesungeuhmnya

telah jelas jalan wmg benar daripada jolan yang sesat. karema iftu
barangstapn yang ngkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah,
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muaka sesungguhmya ia telah berpegang kepada bulul fali yang Amat
kuat wing tidok akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (5. al-Bagarah: 256)

detd iy b T Kk TG LD A By

“Allah tidek melarang kemu untuk berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-oran g yang tiads memerangimu karena a gama dan tidak
(puela) mengustr kamu dart megerimu. Sesun gguhmya Allah memyukat

erangeoranyg wing berfaku adil™. (05, Al-Mumtahanah: 8)
POITY
* Untukmu agamamu, dan wun tukkulah, agamaku. ™ (Q5. Al-Kafirun: é)
e e W g et Ot g idees R BN ) ey

“Hai marnusia, sesungguhmnya Kami menciptakan kamu dari seoran g laki-
laki dan seoran g perempuan dan menjadikan kanne berbangsa = bangsa
dan bersukv=-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesun gguhmya
orang wmg paling mulia diantore kemu disist Alleh talah orang yang
paling tagioa di antara kemu®. (Q8. Al-Hujurat: 13)

Bl gl i o J ey u ol e suiale v

“Dhan jika kedvampn memaksamu wntuk mempersekutukan dengan Aku
sestiatu wang tidak ada pengetabuammmm fentang ftu, Make fanganlah ke
mengikutt keduampa, dam pergauliboh keduvampa dit duia dengan bak ™. (O5.
Lugman: 15).

S Es s e T L

“ fikar fa (i terbeonrah) dart Ravom Ckafor )y ¢ ada Per janjian (damailantara
mereka dengan kamu, maka (hendakiah si pembunuh) membayar diat
yanyg diserahkan kepada keluargonya (i terbunuh) serta memerdekakan
hamba sahaya yang beriman. (Q5. An-Nisa: 92)
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G.

Rencana AksiTimdak Lanjut

Berdasarkan pada telaah analisis dan catatan rekomendasi
sebagaimana disebutkan di atas, Muk tamar NU ke-33 merumusk an
langkah strategis dalam bentuk rencana aksi atan langkah tindak
lanjut sebagai berikut:

Pengurus Besar MNahdlatul Ulama pada pernode
mendatang  perlu membentuk Hm  perundang-
undangan (Qenuniyah) vang bertugas dan berperan
merumuskan pokok-pokok pikiran tentang Undang-
Undang Perlindungan Umat Beragama, mengawal
pembahasan di DPR RI, mencermati dinamika
vang terjadi dalam forum pembahasan di DPR R,
dan melakukan kegiatan strategis bersama ormas
keagamaan lain untuk suksesnyva pembahasan UU
tersebut.

Dialam rangka menjalankan tugasnya imperundang-
undangan yvang dibentuk PBNU diberi wewenang
untuk melak uk an kegiatan sosi alisasi dan penyerapan
aspirasi masyarakat vang ada di daerah-daerah.

IL PELAKSANAANPENDIDIKANAGAMADISEKOLAH
(PERBAIKAN PP NO.55 TAHUN 2007)

A,

D

Latar Belakang

antara misi pembangunan nasional sebagaimana

ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 adalah
terwujudmyva “masyvarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”






